
ABSTRAK 

 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk 

diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat menggurita di negara 

Indonesia dan sangat merugikan negara serta warga negara. Di dalam proses 

peradilan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg, putusan 

hakim menjadi hal yang penting, yang menentukan seseorang dinyatakan bersalah 

ataupun tidak. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan 

dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 

12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan 

didasarkan pada pertimbangan hakim atas ancaman yang disebutkan dalam pasal 

pidana yang didakwakan. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dari 

penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana kebijakan pertimbangan hakim di dalam 

kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg, serta 

bagaimanakah kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus 

tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Metode pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa masih terlalu 

ringan dibandingkan dengan sanksi pidana di dalam perundang-undangan maupun 

pertimbangan sosial dampak perbuatan terdakwa, seharusnya dalam kasus tindak 

pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yakni dikaitkan dengan 

ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat 

dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga 

pidana tambahan yaitu pencabutan dari jabatannya, perampasan atas harta 

bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil 

dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang 

menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor. 

 

Kata Kunci : Kebijakan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan 
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ABSTRACT 

 

 

Law enforcement against corruption is very urgent to be realized given the 

corruption crime has been very expanding in the country of Indonesia and is very 

harmful to the state and citizens. In the judicial process of corruption crime jointly 

and continuing under the Decision of the Bandung High Court Number 16 / 

Tipikor / 2015 / PT.Bdg, the judge's ruling becomes an important matter, which 

determines a person convicted or not. The law gives freedom to the judge to 

impose a penalty between the minimum and maximum punishment promulgated 

in the relevant criminal article, in accordance with the provisions of Article 12 of 

the Criminal Code. However, the point of departure of the judge to impose a 

conviction is based on the judge's consideration of the threat mentioned in the 

indicted criminal article. This is the main issue of this research, which is about 

how the judges judge's judgment policy in the case of corruption crime jointly and 

continues based on the Decision of the Bandung High Court Number 16 / Tipikor 

/ 2015 / PT.Bdg, and how is the judge's judgment policy should be in the case of a 

criminal act of corruption jointly and continuously. The method of approach used 

in this study is empirical juridical, the conclusion of this research is in the 

criminal imposition of the defendant is still too light compared with criminal 

sanctions in the legislation and social considerations of the impact of the actions 

of the defendant, should in case of criminal acts of corruption together and 

continuing that is related to the provision of Article 10 of the Criminal Code then 

Criminal in Corruption Criminal can be subject to principal criminal sanction in 

the form of imprisonment and criminal penalty, and also additional criminal that 

is deprivation from his position, deprivation of his property if the defendant can 

not prove that the treasure is not the result of the criminal act of corruption and 

also as the judge's decision to impose additional additional penalty beyond those 

provided in the Corruption Act. 
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